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BAB VII

TATA KERJA

pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala sekolah, Kepala-Kepala Urusan Tatausaha dan guru-guru dan jabatan fungsionar rainnya wajib menegakkanprinsip koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi.

BAB VIII

tanggal ditetapkan memerintahkan
gan penempatannya dalam berita

agar setiap orang mengetahuinya.

i{
L YASIN ALI

Diundangkan di Weda
Pada Tanggal 0S April 2O1O

SEKRETARIS DAERAH HALMAHERA TENGAH

BASRI AMAL

tsERITA OAERAH I<ABUPATEN HALMAHERA TENG,,TAHUN 201O NOMOR 06

Ditetapkan diWeda



BAB II

PENDIRTAN SEKOI-AH

pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman pendirian Taman Kanak-Kanak CrK) sekolalDasar (sD), sekolah Menengah pertama (sMp), dan sekorah Menengah Atas (sMA)

pasal 3

Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sebagaimana tersebut padalampiran I peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUI(AN TUGAS DAN FUNGSI

pasal 4

(1) Taman Kanak-Kanak CIK) Sekolah Dasar (sD), sekolah Menengah pertama (sMp), darsekolah Menengah Atas (sMA), berkedudukan di bawah oan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas pendidikan pemuda dan Olahraga,{2) Masing-masing sekorah dipimpin oreh seorang repata sekorah.

pasal 5

kolah Dasar (SD), Sekolah Menengah pertama (SMp), danA), mempunyai tugas menyerenggalakan punorai*un formar,a potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman danMaha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri.

pasal 6

H:fr,1ilfr::'ffff:#ff;.iffi:lT'na dimaksud pada pasar 5 peraturan Bupati ini,

&' Memberlkan pembinaan anak didlk yang bertumpah pada nilai Agama dan Budayab. Memberikan pelajaran pendidikan kepada anak dldikc. Menyusun program pendidrkan sekorah sesuar kurLt<utum yang drtetapkcnd. Melakukan kegiatan tata usaha 
nvr rNHr

BAB IV

ORGANISASI

pasal /
(1) 

'rganisasi 
ralan Kanak ffi), sekr-rrah Dasar (sD), terdiri dari :a" Kepala Sekolah

b. Kepala Tata Usaha
r. Guru - guru

(2) 
r"Jrlil:Ti "Sekorah 

Menensah r,errama ('Mp), ci, Sekorah Menensah Aras (sMA)

a. Kepala Sekolah
h" Wakil Kepala Sekolah
n, Kepala Tata Usaha
d, Guru - guru



23' peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Berajar (Lembar

ffiili-i'#:?[:',i:[:li#]^ 2008 Nomor e0, rambahan Lembuiun r'rusu,.u

24' Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan peraturanPerundang-Undangan dan Bentuk nun*ngun.Und.ng-Undang, 
RancanganPeraturan pemerintah dan Rancangan ieputusan presieden;

25' Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor o6olul2oo2 tentang pedomanpendirian Sekolah Menengah Kejuruan;
25' peraturan Daerah Kabupaten Harmahera Tengah Nomor 03 Tahun 2007 tentang

i:ffiffi[}**nT|3i o'u,un llembaran oJerah xuurpu,.n r-rarman-e-ra rensah

iti

li't,,ll

l, '
:

t

27.

?a

Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera
Urusan pemerintah Kabupaten nufrliuru
Hatmahera Tengah Tahun ZOO8 No;o;Zf l;

Tengah Nomor 2t Tahun 200g tentang
Tengah (Lembaran Daerah Kilil;;

-netapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Harmahera Tengah Nomor 15 Tahun 2008 tentangi:ilT::lfl,JJ::ifi.i aan rala G. Dinas-Dina, oa.,uh (Lembaran Daerah

a Tengah Nomor 05 Tahun 2010 tentang
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

^ 
5);

MEMUTUSI(AN:

, 
3?Htfi[^Hiilrffi.ltrrtr TENGAH TENTANG 

'ENDTRTAN 
sEKorAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal 
1

Dalarn peraLuran BupaU yang dlmaksud dengan :1, lah Kabupaten Halmahera Tengah?' 
B::::x..r.r.n 

a;p.;iieserta peranskar Daerah sebasai unsur penyerenssara

gah

ga Kabupaten Halmahera Tengah.
Femuda dan Olaharaga Kabupaten

I

ir

I
i

I

'l

I



B"

9.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 757, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4586);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara nepuLtik Indonesia Nomor aaoe;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (LembaranNega 4 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepu bagalmana telah dtubah dengan Undang-Unda penetapan peraturan pemerintah penggantiunda Tentang perubihan undang-Undang Nomor

han Daerah menjadi Undang_Undang (LImbaran

,2001 
Nomor 108, Tambahan Lembirin ttegara

11' undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoraa38);

12" Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan Dasar;

10.

1"3" Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah;
tr4" Petaturan

(Lembaran
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasionar pendidikan
Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomo r 4L);

15" Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar AkuntansiPemerinLahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4g,Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor a503);
16" Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2oo5 tentang Dana perimbangan(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor L37, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4S7S);
17' Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistim Informasi KeuanganDaerah (Lembaran Negara Repubrik tnaonerJa #;; 2005 Nomor 138, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor aS76);
1"8' Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengeroraan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19' Feraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan danpenerapan sbandar perayanan Minimar (L;;;;;;;'=r.uuru Repubgk Indonesra

I;H 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Nesara Repubrik indonesia Nomor

20' Peraturan peraturan pemerrntah Nomor 79 Tahun 2oo5 tentang pedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerrntohan oaerah (LembaranNegara Repubrik Indonesra Tahun z'os iloro,- roi, iamuahan Lembaran ruegaraIlepublik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Femerlntah Nomor g Tahun

Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran
Nemor 25, Tar.nbahan Lembaran Negara

2006 tentang pelaporan Keuangan dan
Negara Republik Indonesia Tahln 2006

Republik Indonesia Nomor a6ll;
22. Peraturan pemerintah Nomor 38

Femprinl-:hr^ a^ts-P^ n^-, . . ,

Tahun 2007 tentang pembagian Urusan



BUPATI HALMAHERA TENGAH

PERATURAN BUPATI HALMAHEM TENGAH

Nomor: 06 TAHUN 2010

: l,4enimbang :a"

TENTANG

PENDIRIAN SEKOI.AH

DI KABUPATEN HALMAHEM TENGAH

BUPATI HALMAHERA TENGAH/

bahwa dalam rangka pemerataan dan untuk memperoleh pendidikan formal perlu
didirikan Lembaga pendidikan yang memadai sebagai wujud nyata purnutiun
Femerintah Daerah terhadap pembangunan Bidang pendidikan 

)

bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas dipandang
perlu dilaksanakan pendirian sekorah yang ditetapkan dengan peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penrbentukan Kabupaten DaerahTingkat II Harmahera Tengah (Lembaran tteg.ra Tahun lggo Nomor 51,Tambahan Lembaran Negara 3a2e;
Undang-undang Nom or 43 Tahun lggg tentang perubahan atas undang-undang
Nomor B Tahun 1974 ten[ang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia t1omor 3g90);
undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan KabupatenHalmahera utara, Kabupaten Harmahera seratan, Kabupaten Kepurauan sura,Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tldore Kepulauan di provinsi Maluku Utara(Lembaran Negara Tahun 2003. Nomor 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a26il;
Undang-undang Nomor 17 Tahur. 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara R.epublik Indonesia Tahui 003 Nomor 47, 'Tambahan 

Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);

i"Jndang'undang Nomor 20 Tahun 'r03 hantunq sistem F6fidldll(Hf-1 Ntalonst(l-embaran Negara Repubrik Indone Tahun 2oo3 Nomor 7g, Tambahan
Lembaran Negara Republik.Indonesia N a301);
undang-undang Nomor r- Tahun 2oo4 t rng perbendaharaan Negara (LembaranNegara Repubrik Indonesra Tahun z0! omor s, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor a355);

Mengingat

h

.1

)

J,

4

r

6.

I Undang-undang Nomor 10 Tahun zoo4 [entano pemhcnrr rrzrn Da:+ts,,,--^


